PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 12 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN PRESI DEN NOMCR 110 TAHUN 2001 TENTANG
N T CRGAN SASI DAN TUGAS ESH.ON |
LEMBAGA PEMER NTAH NON DEPARTEMEN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA,
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa dalam rangka nmendukung terselenggaranya tertib admnistrasi
pener i nt ahan dan peni ngkatan kinerja Kabi net |ndonesia Bersatu, dipandang
perl u nenyenpur nakan Keputusan Presiden Nonor 110 Tahun 2001 tentang Uhit
QO gani sasi dan Tugas Esel on | Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai mana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 11
Tahun 2004,

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang- Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

2. Undang- hdang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4437);

3. Keput usan Presiden Nonor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Qganisasi, dan Tata Kerja Lenbaga
Permerintah Non Departenen sebagai nana telah beberapa kali diubah
terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nonor 11 Tahun 2005;

4, Keput usan Presiden Nonor 110 Tahun 2001 tentang Uhit G gani sasi Dan
Tugas Eselon | Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai nana tel ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 11
Tahun 2004,

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN NCOMIR
110 TAHUN 2001 TENTANG UINT KERJIA CRGAN SASI DAN TUGAS ESHON | LEMBAGA
PEMER NTAH NON DEPARTEMVEN

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Keputusan Presiden Nonor 110 Tahun 2001 tentang
Lhit Oganisasi dan Tugas Eselon | Lenbaga Penerintah Non Departenen yang
tel ah beberapa kal i di ubah dengan Keput usan Presiden :

Nonor 5 Tahun 2002;

Nonor 48 Tahun 2002;

Nonor 32 tahun 2003;

Nonor 62 Tahun 2003;

Nonor 11 tahun 2004;

0T

di ubah, sebagai berikut :



Ket ent uan Pasal 10 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

BAPPENAS terdiri dari

Pooop

e

Kepal a;

Sekretariat U ana;

Ceput i dang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan;

Ceput i dang Politik, Hikum Pertahanan dan Keananan;

Deput i dang Kemskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil

Menengabh;

Deput i dang Ekonom;

Deput i dang Sunber Daya Al amdan Li ngkungan H dup;

Ceput i dang Sarana dan Prasarana;

Ceput i dang Pengenbangan Regi onal dan G.onom Daerah; |.
Ceput i dang Pendanaan Penbangunan;

| nspektorat U ana."

Ket ent uan Pasal 11 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

"Pasal 11

Kepal a nenpunyai tugas :

a. nemnpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku;

b. nenyi apkan kebij akan nasional dan kebijakan unum sesuai
dengan tugas BAPPENAS,

C. menet apkan kebi jakan teknis pel aksanaan tugas BAPPENAS
yang nenj adi tanggung j anabnya;

d. nenbi na dan nel aksanakan kerjasana dengan instansi dan
organi sasi |ain.

Sekretari at U ana nenpunyai t ugas nengkoor di nasi kan

perencanaan, penbi naan, dan pengendalian terhadap program
admni strasi, dan sunber daya di |ingkungan BAPPENAS.

Ceput i dang Sunber Daya Manusia dan Kebudayaan nenpunyai
tugas nel aksanakan perunmusan kebijakan dan pel aksanaan
penyusunan rencana penbangunan nasional di bi dang sunber daya
nanusi a dan kebudayaan.

Ceput i dang Politik, Hiukum Pertahanan, dan Keananan
nenpunyai tugas mnel aksankan perunusan kebij akan dan pel aksanaan
penyusunan rencana penbangunan nasional di  bidang politik,
hukum pertahanan , dan keanmanan.

Deput i dang Kemskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil
Menengah nenpunyai tugas nel aksanakan perunusan kebijakan dan
pel aksanaan penyusunan rencana penbangunan nasional di bi dang
kem ski nan, ket enagakerjaan, dan usaha keci| nenengah.

Ceput i dang Ekonom nenpunyai tugas nel aksanakan perunusan
kebi jakan dan pel aksanaan penyusunan rencana penbangunan
nasi onal di bi dang ekonom .

Deput i dang Sunber Daya A am dan Li ngkungan H dup nenpunyai
tugas nel aksanakan perunmusan kebijakan dan pel aksanaan
penyusunan rencana penbangunan nasional di bi dang sunber daya
al amdan | i ngkungan hi dup.

Ceput i dang Sarana dan Prasarana nepunyai tugas nel aksanakan



perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan rencana
penbangunan nasi onal di bi dang sarana dan prasar ana.

(9) Deputi dang Pengenbangan Regional dan QGonom Daerah
nenpunyai tugas nel aksanakan  perunusan  kebijakan  dan
pel aksanaan penyusunan rencana penbangunan nasional di bi dang
pengenbangan regi onal dan ot onom daer ah.

(10) Deputi dang Pendanaan Penbangunan nenpunyai t ugas
nel aksanakan perunusan Kkebijakan dan pel aksanaan penyusunan
rencana penbangunan nasi onal di bi dang pendanaan penbangunan.

(11) Inspektorat Wama nenpunyai tugas nelaksanakan pengawasan
terhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan Kenenterian Negara
Per encanaan Penbangunan/ BAPPENAS.

3. Ket ent uan Pasal 46 dan Pasal 47, di hapus.
Pasal |1
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

D. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



